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BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2019 NOMOR

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR %Z TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 31 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGS],
SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALIKOTA MAGELANG,

bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi
serta tata kerja Dinas Kesehatan Kota Magelang telah
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Magelang
Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Kesehatan Kota Magelang;

bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah, maka kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas
Kesehatan Kota Magelang perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Magelang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Dinas Kesehatan Kota Magelang;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kota  Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa
Barat;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5607);



Menetapkan

10.

11

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014
tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 232);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016
tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas
Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 451);

Peraturan Walikota Magelang Nomor 31 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Magelang

(Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA
MAGELANG.
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Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang
Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Kesehatan Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang
Tahun 2016 Nomor 31) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah  yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Walikota adalah Walikota Magelang.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan  yang
menjadi kewenangan daerah.

6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden
yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk

melindungi, melayani, memberdayakan, dan

menyejahterakan masyarakat.
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota
Magelang.

Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota
Magelang.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat
UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya
disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis
Dinas Kesehatan Kota Magelang yang bertanggung
jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar
di wilayah kerja administratifnya.

Jabatan Eselon adalah tingkatan Jabatan
Struktural.

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah jabatan tinggi pada
instansi pemerintah.

Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur
Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan
Tinggi.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil
Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada
instansi pemerintah.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil
Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada

instansi pemerintah.



18.

Bagan Organisasi adalah bagan yang
memperlihatkan adanya saling  keterkaitan
berbagai posisi pada suatu organisasi dalam

pengertian wewenang dan tanggung jawabnya.

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1)

Pasal 3

Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan:

1. Subbagian Program, Informasi, dan
Hubungan Masyarakat;
2. Subbagian Keuangan, Umum, dan
Kepegawaian.
c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
2. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan
Kerja, dan Kesehatan Olah Raga;
3. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Kesehatan Masyarakat.
d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,
membawahkan:
1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular;
3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
€. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan,

membawahkan:

1. Seksi Pelayanan Kesehatan;

2. Seksi Farmasi Makanan-Minuman dan Alat

Kesehatan;
3. )
f Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
o Selatan,

Puskesmas Magelang
memhﬂ\!rnL1, o "
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g. UPT Puskesmas Magelang Tengah,
membawahkan Subbagian Tata Usaha;

h. UPT Puskesmas Magelang Utara, membawahkan
Subbagian Tata Usaha;

i. UPT Puskesmas Kerkopan, membawahkan
Subbagian Tata Usaha;

j. UPT Puskesmas Jurangombo, membawahkan
Subbagian Tata Usaha,;

k. UPT Instalasi Farmasi, membawahkan
Subbagian Tata Usaha;

1. UPT Laboratorium Kesehatan, membawahkan
Subbagian Tata Usaha;

m. UPT Klinik Bersalin Paten, membawahkan
Subbagian Tata Usaha; dan

n. kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran

I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Walikota ini.
Ketentuan Pasal S dihapus.

Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah, dan di antara ayat (4)
dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a)

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8
(1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpiﬂan tingg!

Pratama atau setara jabatan eselon IIb.

2) Sekretaris pada Dinas Kesehatan merupakan

Jabatan administrator atau setara jabatan eaElon
Illa,
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(4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Dinas
Kesehatan merupakan jabatan pengawas atau setara
jabatan eselon IVa.

(4a) Kepala UPT pada Dinas Kesehatan merupakan
jabatan pengawas atau setara jabatan eselon IV.

(5) Kepala Subbagian Tata Usaha UPT pada Dinas
Kesehatan merupakan jabatan pengawas atau setara

jabatan eselon IVb.

Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab
yvakni BAB VIA dan di antara Pasal 8 dan Pasal 9
disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9A sehingga
berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9A

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

a. UPT Puskesmas Magelang Selatan, UPT Puskesmas
Magelang Tengah, UPT Puskesmas Magelang Utara,
UPT Puskesmas Kerkopan, dan UPT Puskesmas
Jurangombo tetap melaksanakan tugasnya sampai
dengan Peraturan Walikota mengenai Puskesmas
diundangkan;

b. UPT Instalasi Farmasi tetap melaksanakan tugasnya

sampai dengan Peraturan Walikota mengenai

Instalasi Farmasi diundangkan.

Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal
yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A
Ketentuan mengenai pembentukan UPT Laboratorium
Kesehatan dan UPT Klinik Bersalin Paten pada Dinas

Kesehatan diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.
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7. Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran
II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Walikota ini.

Pasal 11
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
padA tanggal (4 Ap vetve 2019

ALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 4 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

—f—
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JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 32



